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-

TENTANG
PENGAWASAN HYGIENE DAN SANITASI

OBYEK WISATA DESA WANGEL DAN DESA DURJELA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

fnimbang @ a. bahwa untuk menunjang peningkatan upaya pelayanan

guna memenuhi persyaratan hygiene

lingkungan, dipandang perlu menetapkan ketentuan

tentang Hygiene dan Sanitasi pada Obyek Wisata Desa

Wangel dan Desa Durjela;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bui)ati tentang

Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Obyek Wisata desa

Wangel dan desa Durjela;

_engingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun

Perr_lbentukan Kabupaten - Seram Bagian Barat, Seram
Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Arua di Provinsi

Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

i

ana dimaksud
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;
{




BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR TAHUN 2014

-

TENTANG
PENGAWASAN HYGIENE DAN SANITASI
OBYEK WISATA DESA WANGEL DAN DESA DURJELA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ARU,

a. bahwa untuk rﬁenunjang peningkatan upaya pelayanan
guna memenuhi persyaratan hygieﬁg " dan  sanitasi
lingkungan, dipandang perlu menetapkan ketentuan
tentang Hygiene dan Sanitasi pada Obyek Wisata Desa
Wangel dan Desr_ll Dunela;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, pérlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pengawasan Hfgiene dan Sanitasi Obyek Wisata desa
Wangel dan desé Durjela;

1 Paéal 18 ayat (é) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; ,

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram -
Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi

Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
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Indonesia Nomor 4350);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan  Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republfk Indonesia Nomor 4437),sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,Tambahan
*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Um:lang—U1’1da]:1g‘E Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran. Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang—Undang: Nomorl8 Tahun2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembéran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4851); ,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan . (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2009Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retﬁbligf Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 136,Tambahan Lembaran
Negara Republiki Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

s Fambahans Bembarsan - Negara  Republike:s



Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang' Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

{(Lembaran Nega}a Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan : Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063); |

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun = 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

~Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaaﬁ Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran N ega:ra Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 85 Tahun1999 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

190, Tambahan -Lembaran Negara Republik Indonesia

e Nomor 39'i0); |

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomeor
153, Tambahan Lembaran . Negara - Republik Indonesia
Nomor 4161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemeérintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

T




wbarane-Negara: Tabun, 2007, Nomor,

T T B et

82, T ambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

S

14. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembenétukan Produk Hukum Daerah,
;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPQXTI T IENTANG PENGAWASAN HYGIENE
DAN SANITASI OBYEK WISATA DESA WANGEL DAN DESA

DURJELA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

elam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Hygiene adalah segala usaha untuk memelihara dan mempertinggi derajat
kesehatan;

Sanitasi adalah suatu upaya untuk memutuskan rantai penﬁlaran
penyakit atau tindakan untuk mencegah kualitas lingkungan yang
berdampak terhadap kesehatan;

Objek Wisata adalah éuatu tempat yang memiliki daya tarik dan menjadi

tujuan wisata baik secara alamiah maupun hasil buatan manusia;

+  Vector adalah suatu binatang pembawa dan penular penyakit;

Pemeriksaan adalah serangkaian | kegiatan untuk  mencari,
mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam -
rangka pengawasan dan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi
Daerah berdasarkan Peraturan Pemndang-Undangein Retribusi Daerah;

). Jasa boga adalah perusahaaané atau perorangan yang melakukan kegiatan

l pengolahan makanan yang disagtjikan diluar tempat atas dasar pesanan;

. Insinerator adalah tempat pemusnahan/pengolahan sampah maupun

limbah padat dengan cara pembakaran suhu tinggi;
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yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk
curah dan tidak dikemas; ' ‘

Industri rumah tangga pangan adalah Perusahaan pangan yang memiliki
tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan
manual hingga secara otomatis;

Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan berbahaya yang
dipergunakan untuk melakukan perlindungan terhadap tanaman dan
hama pengganggu yang meruglkan memberantas dan mencegah
binatang-binatang dan jasad- 'renik dalam rumah tangga, bangunan
: termasuk perusahaan serta binatang-binatang yang dapat menyebabkan

penyakit pada Manusia;

tempat atau wadah tertentu di atas tanah maupun di bawah tanah yang
bergerak maupun tidak bergera.ik, meliputi barang padat, cair dan gas;
Bupati adalah Bupati Kepulauaén Aru; .
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Ary;

Laik sehat adalah kondisi hngkuncran yang memenuhi standar kesehatan;
Sarana Pengelolaan Air Lunbal} yvang seclanjutnya disingkat SPAL adalah
sarana pengelolaan air limbah jang ada pada tempat-tempat umum;

. Rekomendasi adalah pemberi;an rekomendasi operasional jasa boga,
pengolahan  makanan dan ‘minuman, industri rumah tangga dan
pengelolaan pestisida; |

Retribusi pengawasan hygiené dan sanitasi yang selanjutnya disebut
-~ Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelayanan pemberian jasa
 pengawasan hygiene dan sanitasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang
diselenggarakan dalam Daerah;:

. Badaﬁ adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas,
. Pefseroan lainnya,‘ Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama

dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi,

Pergudangan adalah fempat-tempat penyimpanan barang di dalam suatu

g B R
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ayasan:atan Orgapi;

Bentuk Badan Usaha lainnya;

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan atas Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapa{ dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan rekomendasinya;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang

-

terutang;
Wajib Retribusi adalah orang atau Badan yang menurut Peraturan

Perundang-Undangan Retribuéi diwajibkan melakukan pembayaran
Retribusi; |

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat SPAORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi
untuk .melaporkan objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar
penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terﬁ‘ﬁfé"ng menurut
Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah; '
Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
kewenangan khusus oleh Undaﬁg—Undang untuk melakukan penyidikan;
Penyidikan Tindak Pidana di biaang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti, dengan bu.k“ti“i’.c’l‘;lhrﬁembuat terang tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
; Pasal 2
: _
lmbindan kesehatan melalui pengawasan Hygiene dan Sanitasi Obyek Wisata
Emaksudkan untuk melindungi, memelibara dan meningkatkan kesehatan

jasyarakat yang bermukim dan mengunjungi area Obyek Wisata.

sigyang - sejenis, Lembaga Dana Pensiun. dan. ... ...
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uan pembinaan kesehatan melalui pengawasan Hygiene dan Sanitasi
aksud adalah scbagal upaya untuk meningkatkan éelayanan di bidang
chatan sehingga terwujudnya keteraturan, kebersihan dan kesehatan
um dan mempertinggl derajat kesehatan masyarakat penghuni maupun
gunjung Cbyek Wisata.

Pasal 4

iap pengunjuﬁg diwajibkan menjaga kebersihan, memelihara ketertiban

kelestarian lingkungan Obyek Wisata;

BAR III
RUANG LINGKUP

Pasals™ "
Obyek Wisata harus mempunyai fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat-

syarat keschatan yang cukup jumlah dan tepat lokasinya sesuai dengan

fungsinya.
] Obyek Wisata harus bebas dari vector penyebab dan penular penyakit.
‘- Diwajibkan agar terpelihara kebersihan lingkungan Obyek Wisata serta

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pemilik, pengusaha dan/atau pengelola tempat-tempat umum  yang
terletak di sekitar Obyek Wisata diwajibkan memelihara kebersihan
lingkungannya serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 6

uang lingkup pengawasan dan pemeriksaan sebagal berikut:
tempat wisata dan sarana wisata meliputi :

1) penginapan;

2) hotel;

i AR 1L T

3) losmen;

4) mess;
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5]~ pemandiar mu

6} bar;

7) restoran;

¢ 8) rumah makan;

| 9) jasa boga;

10} tempat hiburan;
11) bilyard; dan |
._12) tempat-tempat bersejarah yang terletak di sekitar area wisata Desa
| “Wangel dan Desa Durjela. |

;?I_sarana perhubu;lgan meliputi :

1) terminal angkutan darat; dan

2) sungai yang terletak di sekitar area wisata Desa Wangel Desa dan

Desa Durjela.

sarana sosial meliputi:

v 1) tempat ibadah;

2)  klinik bersalin;

3) seckolah; |

4) pasar;

} apotek;

) asrama; dan _

) insinerator yang terletak di .sekitar area wisata Desa Wangel dan Desa
Durjela.

sarana Komersil melipufi :

'. tempat pemangkas rambut;

salon kecantikan;

klinik kesegaran jasmani;

pusat perbelanjaan;

- 5) industri;

industri rumah tangga pangan;

depot air minum isi ulang;

tempat pengolahan; dan
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wisata desa Wangel dan Desa Durjela.

sarana perkantoran meliputi :

1) kantor Pemerintah dan swasta;dan

2) bank Pemerintah dan swasta yang terletak di sckitar area wisata Desa

Wangel dan Desa Durjela.

BAB IV
PENGAWASAN
DAN PEMERIKSAAN

Pasal 7
fupati melalui Dinas Kesehatan berwenang mengadakan pengawasan dan
gmeriksaan Hygiene dan Sanitasi pada area Obyek Wisata dan tempat-tempat

;"‘ um yang terletak sekitar area Obyek Wisata.

Pasal 8
yek Wisata dan tempat-tempat umum dalam Daerall wajib merniliki

tifikat Laik Sehat, kecuali terhadap perkantoran dan industri.

i Pasal 9
Pemilik, pengusaha dan/atau pengelola tempat-tempat umum yang -
berada di sekitar area Obyek Wisata diwajibkan fnemexiksakan kesehatan
karyawan dan/atau karyawatinya setiap 3 (tiga) bulan sekali pada sarana
pelayanan kesehatan. 7

Biaya pemeriksaan kesehatan dan laboratorium bagi karyawan dan
karyawati sebagaimana dimaksud pada ayat.(l},dibebankan pada pemilik,
pengusaha dan/atau pengelola yang bersangkl:ltan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

_ Pasal 10 .
Obyek Wisata dan pemilik, pengusalia’dan/atau pengelola tempat-tempat
umum yang berada di sekitar area wisata untuk mendapatkan Sertifikat

Laik Sehat, diwajibkan memperhatikan dan melaksanakan petunjuk

TR g AR Ce etk AR S SRkt ared ittty
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teknis s Hygiohemdans-Sanitast
Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemilik dan/atau pengusaha tempat-tempat umum yang terletak
di sekitar area wisata termasuk pengelola Obyek Wisata mengajukan

permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 11
fetunjuk teknis untuk mendapa’ékan Sertifikat Laik Sehat sebagaimana
; aksud dalam Pgsal 9 ayat (1), adialah:
pemeriksaan kesehatan karyawan dan karyawati meliputi :
1) faktor prilaku; dan |
2) kesehatan;
Pemeriksaan fisik meliputi:
1) bagian luar gedung meliputi :
a) pemeriksaan halaman;
b) tempat sampah; dan — .
c) saluran pembuangan a1r limbah.
2) Dbagian dalam gedung meliputi :
a) ruang kantor;
b) gudang;
c) tempat pengolahan; dan
d) tempat penjualan melalui pemeriksaan ventilasi, pencahayaan,
kelembaban, suhu, kebisingan, kualitas udara, pengukuran
kuman ruangan dilokasi.

3) pemeriksaan sanitasi pada air, kakus, SPAL, udara dan vektor.

Pasal 12

}] Terhadap permohenan yang telah lengkap akan dilakukan pemeriksaan
Hygiene dan Sanitasi pada lokasi yang dimohonkan. 7

i) Apabila hasil pemeriksaan Hygiene dan Sanitasi pada lokasi yang
dimohonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai baik maka

dinyatakan memenuhi syarat kesehatan.
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(1), dibebankan kepada pemilik, pengusaha dan/atau pengelola Obyek
Wisata dan tempat-tempat wmum sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.
Obyek Wisata dan Tempat- tempat umum  yang telah dinyatakan

memenuhi syarat keschatan ‘diberikan Rekomendasi Sementara dan

berlaku selama 6 (enam) bulan.i

I?asal 13

Terhadap Obyek Wisata dan tempat-tempat umum yang telah

. mendapatkan Rekomendasi Sementara dan sclama tenggang waktu 6

. (enam) bulan tersebut dinyatakzah Laik Sehat oleh Dinas Kesehatan, maka
g diberikan Sertifikat Laik Sehat.’
2] Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku

selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan

permohonan baru.

Pasal 14 T
tifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, setiap Tahunnya

Pasal 15
{lasifikasi Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri

tempat-tempat umum besar;
tempat-tempat wmum sedang; dan

i
?
§ tempat-tempat umum kecil.

o Pasal 16
) Klasifikasi Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
sebagai berikut:

a. tempat-tempat umum besar adalah:

:
l

Riayapemeriksadn idans laberatosium - sebagaimana. dimaksud:padasayat 1w
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- 2) jasaboga golongan C; dan -~ -

3) rumah makan atau restoran golongan A.

tempat-tempat umum sedaﬂg adalah: _

1) hotel bintang 2 dan hotel bintang 3; dan

2) jasa boga golongan B. |

3) Rumah Makan atau Restoran Golongan B

tempat-tempat umurm kecil adalah : '

1) hotel bintang 1 dan hotel melati;

2) Jasaboga golongan A3;

3} rumah makan atau res;toran golongan C;
i 4)  depot air minum, kolam renang, tempat pengolahan dan
‘ penyimpanan pestisida; dan

§) industri rumah tangga pangan (IRTP).

d. tempat-tempat umum lainnya disesuaikan berdasarkan klasifikasi

dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
} Kriteria penetapan klasifikasi Sertifikat Laik Sehat sebagalmana dlmaksud
pada ayat (1), didasarkan pada banyaknya tenaga kerja, modal, omset

penjualan dan/atau luasnya lokasi.

:‘BAB Vv
NAMA, OBJEK DAN
SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 17
bengan nama Retribusi Hygiene dan Sanitasi Obyek Wisata dan tempat-
lrnpat umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan

hemberian Sertifikat Laik Sehat.

: Pasal 18
Objek Retribusi adalah :
.,  pemberian sertifikat laik Hygiene Sanitasi rumah makan dan restoran;

dan
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At Hygiehe Sanitast jasa Boga.

Bembér
Pasal 19

biek Retribusi adalah orang atau Badan yang mendapatkan :

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi rumah makan dan restoran; dan

Sertifikat Hyglene Sanitasi jasa boga.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI

~ Pasal 20

BAB VII
CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

i St

Pasal 21

fingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jangka waktu

BAB VIII |
PRINSIP, PENETAPAN, STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur. dan besarnya tarif
Retribusi jasa umum did—asar]i{an pada kepentingan dan kemanfaatan
armum. AT
’)  Pemungutan Retribusi Hygiene dan Sanitasi hanya dikenakan 1 (satu) kali
| pada saat Sertifikat Laik Sehat diterbitikan.




SRAR TR
STRUKTUR DAN BESARNya
TARIF RETRIBUSI

Pasal 23
Setiap penerbitan Sertifikat L?aik Sehat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, dikenakan Retribust. '
Struktur dan besarnya tarif i%etribusi terhadap penetapan keputusan
Sertifikat Laik Schat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan
| berdasarkan tingkat pelayanan dan fasilitas yang diberikan.
{3} Besarnya Retribusi penerbitan Sertifikat Laik Sehat sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) secara teknis akan diatur oleh Dinas Kesehatan

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24 ' T
Retribusi dipungut di wilayah Daerah-tempat pelayanan jasa dan fasilitas

idiberikan.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 25

%‘(1] Masa Retribusi adalah jangka waktu berdésarkan‘keputusan kelayak@
_ Hygiene dan Sanitasi yang diberikan.

%(2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

risnrim
[BRit,
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SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26
Terhadap pemilik, pengusaha ‘-dan/ atau pengelola tempat-tempat umum
vang terletak di sekitar area wisata Desa Wangel dan Desa Durjela yang
tidak memenuhi ketentuan se:bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan

Pasal 9, akan diberikan perinéatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut

dengan jangka waktu masing- masmg péringatan 7x24 jam.

Apabila peringatan sebagalmana d1rﬁ;ctksud pada ayat (1), tidak dipatuhi
dan/atau tidak dllndahkan,maka Bupati berwenang mencabut
rekomendasinya. ]

Bupati melalui  Dinas Keééhatan menginformasikan pencabutan
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada unit kerja

terkait.

BAB XIII
 INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 27 7
Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat
diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Besaran pembayaran insentif ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN

f’asal 28 :
Pejabat Penyidik Pegawai Negéri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dl bidang Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.




a. menerima, mencari, mengumpulkan, meneliti keterangan dan/ atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
agar keterangan atau laporén menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan meﬁgenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tjndakgpidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindaklpidana di bidang Retribuisi Daerah;

d. memerikse; buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahah untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan,pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap béhan bukti tersebut; |

f. meminta bantuan tenaga. ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah;

L

N

g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang Seseorang- hleninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud padéa hurufe; -

h. memotret seseorang yang Vberkai'tan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah; '

i. memanggil orang untuk j'dic‘[engajr keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j.  menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yaﬂg perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan. : )

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ({1}, memberitahukan

dimulainya penyidikan dan ményampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum, melalui Peny‘fdik Kepolisian Negara Republik Indonesia,

VWewenan%P@nylé@lkSebag@lmaﬁaa@mmudpaﬁﬁayat (Llysebagal.berikuts  oooo e
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-sesuai - dengiin ketefitusn® yang- diatus délam Undang-Undang Hukum: - =

Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

]?j’asal 29
Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2}, ayat
(8) dan ayat {4), Pasal 7 dan lé’asal 12, diancam pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan dan/atau &enda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima
puluh juta m;iah). |
Wajib Retribusi yang tidaki melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah ;diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
_Retﬁbusi terutang. |

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN e

15a8a1 30

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dinas Kesehatan adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis

pelaksana Peraturan Bupati ini.
Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan

Keputusan Bupati.
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